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PEMERINTAJY ROTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
KREDUDUKAN KFE1 ANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,
Mcmmbang  : a. bahwa dengan tclah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan
lelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

hedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Dacrah, maka  perlu
mengatur Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk meclaksanakan maksud terscbut, perlu menvusun dan menetapkan
Pcraturan Dacrah tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota:

Mengingat @ 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Keta Keail dalam Lingkungan Propinst Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Baral :

(g

Undang-tndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kcepeeawaian
(T.embaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan [ embaran Neoara Nomor
3041) scbagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara lahun 1999 Nomor 169, Tambahan [ embaran Neoara
Nomor 3890)

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah
(LLembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan I.embaran Negar
3839):

a Nomor

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 I\'}Jmnr 72
Tambahan [ cmbaran Negara Nomor 3848): | -

5. Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuan
Kepala Dacrah Wakil Kepala Dacrah dan Bekas Kepala D
Kepala Dacrah serta Janda Dudanya (1.embaran »

gan. Administrasi
acrah Bekas Wakil

. n _ C2ara I-.'.thtﬂ ]"JHI_] Ni_}mwr 16
[ambahan Lembaran Negara Nomor 3160) scbagaimana telah beb Tapa Kk 1:
S < ali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemenintah Nomor 59 Tahun 2000 (1 emb
Neoara Tahun 2000 Nomor 121); cmbaran

6. Peraturan
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6. Peratur; et e ; . noclolaan  dan
‘ ran  Pemernintal Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelola

Pertangpgungjawaban K ' YO0 Nomor
i Lk L .‘I:"I‘I[l hcu; y - . i 1. a4 l;llll‘n __._I.] i

202. Tambah: lll‘hdn Dacrah (1.embaran Negar

<UL, Tambahan | i.."”'lh:lr;"] Nevara Nomor 4022y

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangat
E\L‘Im,h Dacrah dan Wakil Kepala Dacerah (1 embaran Negara 'Tahun 2000 Nomor
210, Tambahan 1 embaran Negara Nomor 4028):

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL. WALIKOTA.

BADB 1

RETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan :

a. Dacrah adalah Kota Magelang :

b. Pemerintah Dacrah adalah Pemenintah Kota Magelang

c. Walikota adalah Walikota Magelang :

d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang ;

¢. Perangkat Dacrah adalah organisast/lembaga pada Pemerintah Dacrah vang
bertanggungjawab  kepada  Walikota dalam  rangka penyelengparaan
Pemerintahan vang terdin dan Schretanat Dacrah, Dinas Dacrah dan I.cmbaga
Teknis Dacrah, Kecamatan. Kcelurahan dan Satuwan Polisi Pamong Praja scsuai
dengan kebutuhan Dacrah;

f. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas
Walikota dan Wakil Walikota.

BAB 11

KEDUDUKAN WALIKOTA DAN WAKITL WALIKOTA
Pasal 2

Walikota dan Wakil Walikota adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

2
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Pasal 3

walikota

(1) Pcgawa Neger Vang |
schaga!

dibcbaskan  dari
s Kl '
Pepawai Negperd

diangkat memadi Walikota  dan Wakil
labatan organiknva tanpa kchilangan statusnyd

N o . , ot ada
(2) Sclama menjadi Walikota dan Wakil Walikota schagaimana dmmkaud.l'l-“l
avat (1) Pasal ini, Pegawai Negeri vang bersanghutan  dapat dinaikkan

pangkatnya sesum den gan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) UT alikota dan Wakil Walikota vang berasal dari Pegawai Negen schagaimand
l]il“;ll—ﬂill&.] 'FT.HL_'l .'i:'u';l'l {}‘] ]1"‘;;1! “" vang hL‘]I‘[L'”li dl..‘n!__':ln hli]"'l'ﬁ:” [l;”-! _'I.'].h;.":l”n}-.l
dikembalikan kepada Instansi asalnva.

BAB 111

REDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

(1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji, vang terdiri dari gaji pokok.
tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnva.

(2) Besamva gap pokok Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sebagai bernkut -
a. Besamya Gap Pokok Walikota adalah Rp. 2.100.000.00 (dua juta scratus
ribu rupiah):
b. Besarnya Gap Pokhok Wakil Walikota adalah Rp. 1.800.000,00 (satu Juta
dclapan ratus nbu rupiah).

(3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya scbagaimana dimaksud pada avat (1)
y DR e o s ' N . = : wfis - e . . |
Pasal i dm.t:tpktm sesual ang.in LLI:.nu-:.m‘ peraturan perundang-undangan
yang berlaku bagr Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan per
perundang-undangan.

dluran

Pasal 5

Walikota dan Wakil Walikota tidak dibenarkan menerima penghasilan dan

i =4 alau
fasilitas rangkap dan Negara.

Bagian Kedua
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Pasal 3

(1) Pegawai Negen
dibehaskan  dan
Pegawa Negern.

1&}1‘“1,1 1id

Yang dianghat menjadi Walikota dan Wakil ]
‘ .-,.;Ingl

1abatan  organiknya tanpa kchilangan  statusnyd

)} Qe s o _
(Z) Sclama menjadi W alikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada

avat )2 T 2%
: ) Pasal i, 'egawm Nepen yang bersanghutan  dapat dinaikkan

1. . i
Panghatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3 ' = | .
(3) Wahkota dan Wakil w alikota vang berasal dan Pegawar Negen scbagamana
dimak sud Pacla avat (1) Pasal in vang berhenti dengan hormat dan jabatannya

dikembalik an hepada Instansi asalnyva

BAB 111

REDIDUKAN KFI ANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

(1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan paji vang terdin dan gan pokok,
funjangan jabatan, dan tunjangan lainnva |

(1) Besamyva gan pokok Wahkota dan Wakil Walikota ditctapkan scbagar berikut -
a. Besamya Gap Pohok Walikota adalah R p. 2 100.000,00 (dua juta seratus
nbu ruprah). _

b. Besamva Gap Pohokh Wakil Walikota adalah Rp. 1.800.000,00
delapan ratus nbu rupiah)

(satu juta

(3) lunjangan jabatan dan tnjangan lainnva sebagaimana dimaksud pad
Pasal mr ditctaphan sesuag u.!::l'l']_'..]n Letentuan p<
vang berlaku bagn Pejabat Negara, kecual dite
perundang-undanean

aavat (1)
raluran perundang-undanean

ntukan lain dengan peraturan

| Pasal 5

| Wahkota dan Wakil Wahkota udak dib

i 1) cnarkan menerima penghasilan dan atay
| lasihitas rangkap dan Neeara.

Bagian Kedua

| !
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Bagian Kedua

Biava Sarana dan Prasarana

Pasal 6

(1) Walikota dan Wakil W

| alikota discdiakan masing-masing scbuah rumah jabatan
beserta perlengh |

apan dan biava pemchharaan.

= N

- i ) ; o " . . . . = ¥ .

(2) :.pﬂllll-l Walikota dan Wakil w alikota berhenti dari jabatannya, rumah jabatan
dan barang-barang perlenpkapannya discrahkan kembali secara lenghap dan

dalam Keadaan baik kepada Pemerintah Dacrah tanpa suatu kewapiban dan
Pemenntah Dacrah,

Bagian Ketiga

Sarana Mobilitas

Pasal 7

(1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah kendaraan
dmas.

(2) Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dan jah.‘i_lann}'a. kendaraan
dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemenntah Dacrah.

Bagian Keempal
Biaya Operasional
Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-fugas kepada Walikota dan Wakil Walikota disediakan :
ntuk pelaks *

biava rumah tangga dipergunakan untuk membiayar kegiatan rumah tangga
d. 1ay .

Walikota dan Wakil Walikota :

. mbelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-
b. :ﬂa}ﬂ pf‘nr -;lariﬁ rumah jabatan oleh Walikota dan Wakil Walikota:
arang mve ¢

n Rumah Jabatan dan barang-barang inventans dipergunakan
n rumah jabatan dan barang-barang inventans vang dipakai
h Walikota dan Wakil Walikota:

¢. hiava Pemchiharaa
antuk pemehharaa
atau dipergunakan ole

,an  kendaraan  dinas dipcrgunakan  untuk  pemeliharaan

. ! . ‘]‘I.]l' - . IR
d. biava pemel vane dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil

kendaraan dinas
Walikota:

¢. bava ...

Scanned by TapScanner



c. bava pPemcehiharaan
rchabilhitas, funjang ay
beserta anggota helu

Keschatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatafl,

1] “acat dan vang duka hagi Walikota dan Wakil Waliko!d
% IIH;:[ 3

f. hiava ’criala ' |
Janan Dinas . , :
mas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam

rangka pelaksanaan lugas Walikota dan Wakil Walikota;

2. biava Palkai s o
3 h‘_ “_lkl}'\ll..iln 1] Ninas dt]'!n:rlrml.llh.dn untuk Ptﬂgudﬂﬂn pnkaian dinas W alikola
dan Wakil Walikota berikut atributnva -

h. biava Pe ' p— . .
. cnumang Operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan
TAWaANIN SOs1: e . .
C 11]:1 in sosial masvarakat. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna
mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 9

Besamya biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota ditctapkan
berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Dacrah scbagai berikut ¢

a.  sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi
scbesar 3 %o ;

b. di atas Rp. 5 milyar sampai dengan Rp. 10 milyvar paling rendah Rp. 150 juta
dan paling tinggi scbesar 2 %

di atas Rp. 10 mulyar sampai dengan Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta
dan paling tinggi sebesar 1,50 %o ;

d. di atas Rp. 20 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta
dan paling tinggi scbesar 0.80 %o ;

di atas Rp. 50 milyar sampai dengan Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta
dan paling tinggi sehesar 0.40 %o ;

di atas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi scbesar
.15 %o.

Pasal 10

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dapat diberikan tambahan biaya
penunjang operasional yang besarmya discsuakan dengan kemampuan Keuangan

Dacrah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan vang berlaku,

Pasal 11

biaya vang herhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7 dan

Pengeluaran . | '

Pasal & Peraturan Dacrah ini dibcbankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
wd il i i

IJacrah.

BABIV
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BAB v

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal vang belum diatur dalam p

— craturan Dacrah ini sepanjang menvangkul
tcknis pelaksanaanny n Dacrah 1m1 scpanjang Vanyg

4 akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

p P . T T " \ |
Peraturan Dacrah ini mulai berlakuy scjak tanggal diundangkan .

Agar supava sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
; R ; Z > £ 2 ,
Peraturan Daerah ini dengan penempatannva dalam [.embaran Daerah Kota

Magcelang.
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 September 2003
WALIKOTA MAGELANG
H. FAHRIY ANTO
Duncangkandi Magelang
Pada tanaqal 10 September 2003

Drs.
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PHNJELAHAN

ATASN
HJHIHJL\MAHhLAHU
N rAapnN 2003

PERATURAN DAL
NOMOR

TENTANG

KIEDIU DK

| AN KEUANGAN
WAL K ANGAN

OTA DAN WAKIL WALIKOTA

PENJELASAN UNIEIM.

bertanggunggawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Walkota dan
wakil Walikota  mempunvai peranan vane  strategis di bidang  penyelenggaraan
[‘I'L'II'I'JI'iI'IldI'I.']I"I. PﬁTTl‘W;1IIHUIILIn dan ]'IL'II..'I}'.'.].]I.'H'I l'.'n.l‘i:‘h';l]'ﬂl.';]'[ d‘]” ht.ffhlﬂgg”ﬂgiﬂ“'ﬂh HLTI]I.'-I"II.Lhﬂ}'J
tentang jalannya Pemenntahan Daerah, '

Olch karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Walikota dan Wakil
Wahkota dibentkan hak keuangan dalam bentuk (7aji dan Tunjangan vang diatur dalam
hedudukan Kcuangan Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk mcelaksanakan kedudukannva scbagai Walikota dan Wakil Walikota perlu
didukung dengan biava untuk menunjang kegratan  operasional  Walikota schagai kepala
Dacrah dalam  rangka koordinast. penanggulanpan  kerawanan  sosial.  perlindungan
masvarakat dan kegiatan-kegiatan lain vang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan
persatuan bangsa, vang dibiavai melalui Angearan Pendapatan dan Belamja Dacrah yang
penpaturannya  disesuatkan  dengan kondisi keuangan  dacrah Khususnya h.:rdasa{k.:m
Pendapatan - Asli Dacrah dengan  tctap memperhatikan - prinsip ctisiensi,  clekutitas,
hehematan dan dapat dipertanggungjawabkan .

Atas dasar hal tersebut diatas, perlu diatur Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil
Walikota vang ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 - Cukup jelas.

- Yang dimaksud dengan dibcbaskan dalam avat ini adalah bahwa
Pegawai Neger yang bersanghutan tidak lagr menenma tunjangan
jahiﬂan dan fasilitas lainnva scjak yang bersangkutan  dilantik

Pasal 3 ayat (1)

menjadi Walikota dan Wakil Walikota.
ayat (2) . §ejak dilanuk menjadi Walikota dan Wakil Wahkota, pejabat yvang
o | berasal dari Pegawai Negeri ini udak lagi mengerjakan tugas-tugas
pada instanst asalnya.
ayat (3) - Cukup jelas.

Pasal 4 ...

B
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pasal 4 - Cukup jelas

oxsal'S - Scorang Pepaw
Wakil Walikot;
lasilitas schagaj

al Negeri apabila diangkat menjadi Walikota dan
" hanya mencrima penghasilan dan menggunakan
Pclabat negara.

138l O ﬂ}'ﬂl { 1} o | i : " ke
a8 b n_‘-ﬂ imaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk
k“:f"'ﬂ Pemakatan  air. listrik tclepon. dan gas scsual dengan
cte . =
entuan vang bherlaku dan kemampuan keuangan dacrah.
ayat (2 : 'Proses nenves ;
A ) rOSes penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan

L“"?‘“’*‘ Pemerintah Dacrah dituanekan dalam benta acara serah
lcruma. h

Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah
adalah bahwa Pemerintah Dacrah udak menanggung scgala ikatan
yang dilakukan olch vang bersanghutan dengan pihak lain schingga
menjadi beban anggaran Pemerintah Dacrah.

Scrah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu)
bulan se¢jak vang bersangkutan berhenti dan jabatannva.

Pasal 7 ayat (1) : Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbanghkan
prinsip penghematan. scderhana dan bersahaja vang discsuatkan
dengan kemampuan keuangan dacrah.

ayat (2) - Penyerahan Kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu)
bulan scjak vang bersangkutan berhenti dan jabatannya.

Pasal 8 huruf a - Yang dimaksud dengan biava rumah tangga adalah bantuan biava
unfuk menunjang  kebutuhan minimal  terselenggaranya  rumah
tangea Walikota dan Wakil Walikota, scbatas  kemampuan
keuangan dacrah.

huruf bs/d f : Cukup jelas.

huruf o - Yang dimaksud dengan pakaian dinas yvaitu Pakaian Dinas Harian.
) Palx:;iun Sipil Hanan . Pakaan Sipil Resmi, Pakaian Sipil T.engkap

dan Pakaian Dinas Upacara.
huruf h - vane dimaksud dengan kegiatan  Khusus - seperti  kegiatan

Leneearaan, promosi dan protokoler lainnya.
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 Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pend apatan

{ﬂg.hcmul dari hasil Pajak Dacrah, Retribusi Dacrah, Pcﬂfﬁ-lh-l-"“
Mihik llJar.:r;'.ah dan Pengelolaan Kekayaan Dacrah yang dipisahkan
serta lain-lain Pendapatan asli dacrah yang sah.

1135;]1 10 ¢d 13 ¢ Lukup jﬂlﬂﬂ
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